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BUPATI ACEH UTARA
Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan
Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja pemerintah
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun angga_ran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2024 perlt dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2OO5-2O25
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47O0);
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahttn 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peratura-n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dal Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2O7l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

8. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tenlang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}run 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh
Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6930);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6 178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaraa
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataal Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan lrembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1 I 14);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedomal Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2L tenlang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 ter,tang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dal Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (l,embaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
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Menetapkan

27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2Ol2-2O32
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan kmbaran Aceh
Nomor 9);

28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Aceh Tahun 2Ol2-2O32 (Lembaran Aceh Tahun 2013
Nomor l, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);

29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh nomor 137);

30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahurr 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh
Tahun 2019 Nomor 23);

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2-2O32
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2Ol4 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014
Nomor 9);

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahal l,embaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 2lgl
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (l,embaran Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2O21 Nomor 1);

35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tenlang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
([rmbaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nornor 2l;

36. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Rencana Pembangunan Daera-h Kabupaten Aceh Utara Tahun
2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN 2023

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk
periode I (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 3 I Desember
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 2
Perubahan RKpD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:
BAB I
BAB II

BAEI V
BAB VI

BAB
BAB

Pendahuluan;
Evaluasi Hasil pelaksanaan RKpD Triwulan II
Tahun 2024;
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah;
Rencana Kerja dan pendanaan- Daerah; dan
Penutup.

Pasal 3
Perubahan RKPD Tahun 2O24 menjadi pedoman :

a. bagi. S-atua3 Kerja perangkat Kabupaten dalam menetapkanperubahan Rencana Kerja tahun 2O24i dan
b. dalam penyusunan Kebijakan umum perubahan ApBK, prioritas

dan Pla-fon Anggaran Sementara perubahan Tahun A"gg;;2024.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya memerintahkan pengundangan
P-eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam BeritaKabupaten Aceh Utara.

I

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 stus 2024

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal I Asustus ) o24 M
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